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ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini mengenai “Pembatalan
Akta Hibah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Nomor. 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj).”Jenis penelitian yang digunakan adalah
hukum normatif atau kepustakaan dan objek dari bahan yang diambil dari
bahan pustaka tersebut meliputi bahan sekunder, yang dilakukan dengan
mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek
seperti teori, lingkup materi, undang-undang, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan akta
hibah kepada anak kandungnya serta menganalisis Studi Kasus Putusan Nomor.
1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pengertian
Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171(g), ialah pemberian
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain
yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1666
Hibah merupakan Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu
hidupnya, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat menariknya kembali,
menyerahkan sesuatu guna keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu. Kedua tentang Bolehnya pembatalan hibah menurut Kompilasi
Hukum Islam dan KUHPerdata. Ketiga Putusan Pengadilan Agama Nomor.
1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj pertimbangan hukum hakim menyatakan pembatalan
akta hibah yang dilakukan B.SATIMAH kepada anak kandungnya nomor dua
tidak berkekuatan hukum dan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan
sebaliknya dalil bantahan Tergugat terbukti menguatkan dalil bantahannya dan
bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu gugatan pembatalan Hibah tersebut
dinyatakan di Tolak.

Kata kunci: Hibah , Pembatalan Akta Hibah, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pembimbing Utama ,
Pembimbing Pembantu,

Prof.Dr.H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H Sri Turatmiyah, S.H.,
M.Hum

NIP. 196112091989031001 NIP.
196511011992032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hukum memberikan

perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan

antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan

pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang

timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas

perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat,

sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat.1 Perlindungan terhadap

masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap

orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila norma tersebut dilanggar

maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.2

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta

kekayaaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu

masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam

kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar, (Yogyakarta:
Liberty, 2005), hlm. 1.

2 Retnowulan Sutanto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung:
Mandar Maju, 2002), hlm. 5.



Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam

membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.3

Manusia merupakan makhluk sosial memerlukan orang lain untuk

keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama

lain. Maka perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara satu dan

lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti utang piutang,

pemberian upah, jual beli, ,hibah dan sebagainya. Salah satu bentuk

muamalah didalam Islam adalah Hibah. Hibah adalah pemberian yang

dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih

hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada penghibah

masih hidup juga.4

Hibah dalam bahasa Belanda adalah schenking, sebagimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab X buku ke - III

tentang Perikatan dalam Pasal 1666 merupakan Sesuatu persetujuan dengan

mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat

menariknya kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan si penerima hibah

yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain

hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.5

Berdasarkan rumusan di atas, diketahui unsur-unsur hibah ,antara lain:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak dilakukan dengan cuma-cuma

2. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup

3 Roihan A, Rasyid , Hukum acara peradilan agama, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,
1991) ,hlm. 33.

4 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia,(Bandung: Penerbit Mandar Maju,
1995), hlm. 73.

5 R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Paramita 1979), hlm. 387.



3. Dalam hibah disyartkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk

menguntungkan pihak yang diberi hibah

4. Hibah tidak dapat ditarik kembali

5. Objek perjanjian hibah segala macam harta benda milik penghibah

6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris

Adapun syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang–Undang

Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yaitu cakap menurut hukum, kecuali

dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata)

2. Hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan

oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3. Hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dai

penghibahan dengan kata-kata yang tegas yng diterima oleh si penerima

hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah

kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melalukan kekuasaan

orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain

tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah

hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana berikut :



1. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi dengan mana penghibahan telah

dilakukan.

2. Penerima hibah membantu atau melakukan kejahatan yang bertujuan

menyebabkan kematian penghibah atau kejahatan lainnya terhadap

penghibah.

3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada

penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.6

Dalam kamus Al-Munawwir kata hibah merupakan masdhar dari kata

wahaba yang bearti pemberian .7 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dalam Pasal 171(g) yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain

yang masih hidup untuk dimiliki.8

Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1985 sebagaimana diubah

dalam Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d ,

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk

dimiliki.

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi Syarat hibah dalam Komplikasi

Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

6 Meylita Stansya Rosalina Oping , “Pembatalan Hibah menurut Pasal 1688 KUHPer”,
Lex Privatum, Vol.5 No.7, 2017, hlm. 29.

7 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1584.

8 Tim Redaksi Fokusmedia, Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007),
hlm. 56.



1. Pemberi hibah harus orang yang dewasa, cakap dalam melakukan

tindakan hukum.

2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait

dengan harta pemberi hibah.

3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

4. Di kalangan mazhab Syafi’i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu

hibah.

5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan

harta warisan.

6. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang

memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya

pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial

menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.9

Adapun suatu hibah yang harus dipenuhi sesuai rukun hibah, sebagai berikut:

1. Al-Wahib (Adanya pemberi hibah)

Pemilik sah barang yang dihibahkan. Dalam Komplikasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 210 ayat 1, pemberi hibah adalah orang yang telah berumur

sekurang-kurangnya 21 tahun,berakal sehat dan tanpaadanya paksaan

dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya sekalipun dalam

9 Syiah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm. 243-244.



keadaan sakit. Mereka telah menyamakan proses pemberian hibah dengan

wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.10

2. Al-Mauhublahu (Adanya penerima hibah)

Orang yang diberi hibah, disyaratkan bagi penerima hibah yang ada pada

waktu hibah dilakukan.

3. Al-Mawhub (barang yang dihibahkan)

Dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak

bergerak. Barang atau harta yang dihibahkan hendaklah yang halal dan

bermanfaat bagi penggunanya. Syaratnya sebagai berikut :

a) Milik sempurna wahib

b) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan

c) Memiliki nilai atau harga

d) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama

e) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah

f) Dapat dipindahkan status kepemilikinnya dari tangan pemberi hibah

kepada penerima hibah.11

4. Sighah (Ijab dan Kabul)

Merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan

penerimaan hibah.

Pada pemberian tersebut tidak pernah ditentang dalam memberikan suatu

hibah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian hibah tersebeut,

oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan

10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 245.
11 Anang Khoironi , “Rukun Hibah dan Syarat-syaratnya”,

https://intinebelajar.blogspot.com , Diakses tanggal 8 Maret 2019, pukul 15.30 WIB.



untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Secara sederhana, hibah

dapat diartikan sebagai pemberian dari harta kekayaan seseorang kepada

orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah

telah berlangsung. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas

harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana

hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada

unsur kontra prestasi. Dalam hukum dinyatakan apabila hibah telah diberikan

maka tidak dapat ditarik kembali, akan tetepi masih ada yang ingin menarik

kembali hibah yang telah diberikan. Tidak halal bagi seseorang yang menarik

kembali sesuatu pemberian tersebut, kecuali yang menarik kembali

pemberian hibah adalah orang tua kepada anaknya.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa hibah tidak

dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini dapat

dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun di

tarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan untuk

anaknya, yang tercantum pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat

diperhitungkan sebagai warisan.

Jumhur ulama berpendapat haram mengambil kembali pemberian (hibah),

berdasarkan hadits Hasan lagi Shahih yang artinya:

“Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau

menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya,

kecuali bila hibah itu hibah dari orang yang memberikan suatu pemberian



kemudian dia ruju’ di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia

itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah,

kemudian ia memakan muntahnya kembali”.12

Perbedaan dasar hukum yang ada di masyarakat antara Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan Komplikasi Hukum

Islam (KHI), dalam Hukum Perdata Hibah tidak boleh ditarik kembali seperti

yang tercantum pada isi Pasal 1688 KUHPer, sedangkan Hukum Islam hibah

dapat ditarik kembali, khusus hibah orang tua kandung kepada anak

kandungnya, boleh ditarik, terdapat dalam isi Pasal 212 KHI, berdasarkan

hadits Rasullah yang diriwaytkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dalam

pemberian hibah Hukum Perdata tidak ada batasan maksimal dalam

pemberian hibah, sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam penghibahan

dibatasi dalam jumlahnya sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda. Serah terima

dalam hukum perdata harus ada akta sebagai bukti autentik apabila terjadi

suatu peristiwa persengketaan yang tercantum pada Pasal 1683 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam sendiri tidak

mensyaratkan adanya akta dalam penerimaan hiba, Tujuan dari hibah dalam

islam untuk kebaikan semata dan di landasi ketulusan hati, sedangkan Hukum

perdata tujuan nya menguntungkan pihak yang diberi hibah tanpa ada maksud

sebagai bagaian dari pewarisan.13

12 HR. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Najah, dan At-Tirmidzi Abd.Shomad, Hukum Islam
Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 349.

13 Y.Setyo Utomo, “Analisis data Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata
Indonesia Tentang Hibah dalam Keluarg”, https://repository.radenintan.ac.id , diakses tanggal
17 Februari 2019, Pukul 17.58 WIB



Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan

kepada siapa saja, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian

warisan kepada keluarganya. Tetapi kenyataannya hibah bukan solusi yang

tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru

misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah14 yang masih

terjadi dikalangan masyarakat.

Dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj Kasus yang membatalkan akta hibah, Dalam kasus

tersebut Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah atas tanah.

Disebutkan bahwa Penggugat sebagai pemberi hibah bernama B. SATIMAH

umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Lumajang, memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain : 2 (dua)

orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama 1.

SUTIA, 2. ABDUL HAMID, 3. SUPIYATI, 4. NURHAFID. Bahwa

Pengugat pada tahun 2007 telah menghibahkan tanah kepada Tergugat yaitu

anak laki-lakinya nomor 2 (dua) bernama ABDUL HAMID umur 40 tahun,

Agama Islam, tinggal di Kabupaten Lumajang. Penggugat menghibahkan

sebidang tanah kering Persil Nomor : 36, Blok D,I, Kohir Nomor :760, seluas

kurang lebih 3120 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Utara : Jalan Desa

 Timur : P. Suwarni

 Selatan : Mistan

14 Putri T. L. C. Situmeang, “Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah”, Premise
Law Jurnal, Vol. 12, 2015, hlm. 2.



 Barat : Dulasan P.Sutri

B. SATIMAH dalam surat Gugatannya tanggal 07 Juni 2011 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register

Perkara Nomor : 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, bahwa B. SATIMAH

mencabut/membatalkan hibah tersebut kepada ABDUL HAMID anak

kandungnya yang nomor dua.

Maksud dan tujuan B. SATIMAH (Penggugat) menghibahkan tanah

tersebut kepada anaknya yang bernama ABDUL HAMID (Tergugat) agar

dikerjakan dan dikelola dengan baik serta dipergunakan untuk biaya hidup

keluarganya dan tidak untuk dijual belikan kepada orang lain. Penggugat

merasa bahwa Tergugat tidak mampu untuk mengelola tanah yang telah

dihibahkan dan mau menjual tanah hibah tersebut karena Tergugat ada niatan

kurang baik, maka Penggugat mencabut atau membatalkan hibah tersebut

kepada Tergugat sesuai dengan Akta Hibah Nomor:XXX/AH/I1/2007 yang

dibuat pada hari senin tanggal 12 Februari 2007 oleh DJULIANTO di kantor

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang disaksikan oleh Kades

Wonogriyo yaitu Sdr. P MUKLAS bersama stafnya bernama P. SARDI di

Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ABDUL HAMID sebagai

Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 September 2011,

yang menolak pernyataan gugatan dari B.SATIMAH selaku Penggugat, yang

menyatakan bahwa Tergugat tidak mengelola dan mengerjakan dengan baik

hibah yang telah diberikan oleh orang tuanya. Karena Tergugat merasa



dirinya sedikitpun tidak punya niatan yang buruk untuk menjual tanah hibah

kepada orang lain dan sampai sekarang tanah hibah tersebut masih tetap

dikelola dan dikerjakan dengan baik yang hasilnya dipergunakan untuk biaya

keluarga Tergugat sesuai amanat orang tuanya. Tergugat merasa bahwa

Ibunya B. SATIMAH dihasut oleh saudara-saudaranya yang tidak puas atas

pemberian orangtua mereka, padahal ketiga saudara sama-sama sudah

menerima hibah dari orang tua sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak

ada perbedaan dalam pembagiannya. Maka dalam hal ini ABDUL HAMID

(Tergugat) merasa diperlakukan tidak adil dengan saudara-saudaranya yang

lain dan merasa dirinya sudah di fitnah dalam pernyataan yang disampaikan

oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan Tergugat lakukan selama ini

terhadap hibah yang diamanatkan oleh B. SATIMAH (Penggugat).

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan mengangkat Judul “GUGATAN PEMBATALAN AKTA

HIBAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada

beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan

Pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj).

Maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:



1. Apa yang menyebabkan anak menerima hibah, sedangkan anak

termasuk ahli waris?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan

Agama menolak membatalkan hibah pada Putusan Nomor

1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj?

3. Tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pihak yang dirugikan

jika objek Hibah sudah berpindah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan

adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Adapun

yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan yang menyebabkan anak menerima hibah, sedangkan

anak termasuk ahli waris?

2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama

membatalkan hibah pada Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj

3. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang

dirugikan, Jika objek hibah sudah berpindah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah



1. Secara teoritis

a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu

hukum, sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar

mengajar , dan bahan bagi peneliti lain.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum,

khususnya terkait pelaksanaan gugatan pembatalan akta hibah,

mengingat adanya gugatan pembatalan akta hibah dapat menimbulkan

ketidakadilan bagi penerima hibah yang kemudian dibatalkan.

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu

yang diperoleh.

b. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan

literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan

yang diangkat dalam skripsi ini.

c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta

tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya.

E. Kerangka Teoritik



Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk

penelitian. Maka berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan

kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang

ketidak berpihakan kebeneran atau ketidak sewenang-wenangan dari

institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.15

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada

segelintir orang diperberatkan oleh sebagian besar keuntungan yang

dinikmati banyak orang.16 Keadilan dalam Al-Qur’an, yaitu Surat An

Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat.”

Dalam teori ini digunakan untuk mengkaji mengenai ketidakadilan

orang tua bernama B.SATIMAH (Penggugat) terhadap salah satu

anaknya yang bernama ABDUL HAMID (Tergugat) yang

15 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26.

16 John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 4.



mencambut kembali akta tanah hibah yang telah diberikan, sedangkan

ketiga anak lainnya tidak dibatalkan hibah yang telah ibu kandungnya

berikan, menyebabkan ketidakadilan dan adanya pilih kasih Ibu

terhadap anak-anaknya, Ini dapat menimbulkan akibat perkara

pembatalan Akta Hibah tersebut antara Orang tua dan anaknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa

hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi

hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima

hibah telah melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1688

KUHPerdata. Pasal 1688 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu hibah

dapat ditarik kembali atau dihapuskan, apabila:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan

telah dilakukan

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah

atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah

3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan kepada si

penghibah setelah orang tersebut jatuh miskin.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian yaitu

pertama, aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya



aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.17

Apabila dalam penyelesaian ini terdapat teori kepastian hukum, maka

dalam hal gugatan pembatalan akta hibah tersebut menjadi jelas

mengenai apakah bisa penarikan kembali suatu hibah yang telah diberi

orang tua kepada anaknya, sesuai dengan Perkara Nomor

1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj .

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philupus M.Hadjon mendefinisikan bahwa: “perlindungan

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya”.18 Perlindungan

hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,

dan perlindungan yang refrensif bertujuan menyelesaikan terjadinya

sengketa termasuk penanganan di lembaga pengadilan.19 Dalam

17 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26.

.
18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,

1987, hlm.1-2.
19 Ibid, hlm. 29.



pemberian harta kekayaan orang tua kepada anaknya, masih ada

didalam praktek yang ingin membatalkan atau menarik kembali barang

atau harta yang telah diberikan kepada anaknya baik masalah warisan,

hibah, maupun wasiat, Seperti pada Perkara Nomor

1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj orang tuanya ingin membatalkan akta hibah

atas tanah yang telah diberikan kepada anak ke duanya dengan alasan

bahwa anaknya ingin menjual tanah yang telah dihibahkan dan tidak

mampu untuk mengelola tanah tersebut, Anaknya tidak menerima

pernyataan dari ibunya, bahwa yang dikatakan oleh ibunya tidak sesuai

dengan yang telah diamanatkan kepada dirinya. Orang yang sudah

dapat pengalihan harta apalagi hibah, hukum harus melindungi yang

bersangkutan, apabila suatu perikatan tersebut dilanggar. Dengan

adanya teori ini pihak-pihak yang dirugikan bisa terlindungi dan

mempertahankan yang sudah menjadi hak nya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat

penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan

data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan

adanya ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian,



yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan

membatasi area penelitian.20

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu

agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian

juga agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan

tujuan penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum menyangkut

Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Agama dalam studi kasus putusan

Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk

menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran denga metode ilmiah

yang dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode

ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode

pendekatan empiris.21

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan Objek dari bahan

yang diambil dari bahan pustaka tersebut meliputi bahan sekunder.

2. Tipe Penelitian

20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011),
hlm. 111.

21 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 36.



Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif bertujuan untuk

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Yang didalamnya

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis

menggunakan tiga jenis pendekatan (approach):

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan

(statute approach)Pendekatan peraturan perundang-undangan

dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.22 Pendekatan

perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk

memecahkan isu yang dihadapi.23

b) Pendekatan Konsep (conceptual approach)

22 Soerjono Soekanto, Pengantra Penelitian Hukum, ( Jakarta, Universitas Indonesia
Press, 2007), hlm. 96.

23 Dyah Ochtoria Susanti dan A’am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar
Grafika, 2015, hlm. 17.



Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

ilmu hukum.24

c) Pendekatan Kasus ( Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus

yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki

kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah

rasio decidendi atau penalaran yaitu pertimbangan pengadilan

terhadap putusan-putusan.25

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan

yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 Pasal 49

huruf

d tentang Pengertian Hibah

3) Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah

4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap,

Seperti putusan perkara Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj.

b. Bahan Hukum Sekunder

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 95.
25 Ibid, hlm. 94.



Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang bersifat memberikan

penjelasan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi.26 Bahan sekunder meliputi bahan

seminar, jurnal tentang hibah, kamus hukum, laporan penelitian,

media surat kabar, internet, dan buku-buku Teks.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan

penjelasan

guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder, seperti

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.27

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

didasarkan pada studi pustaka di dukung penelitian lapangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran

bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier serta dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait

dengan skripsi ini. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan

menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan

melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, jurnal, dan

sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait.

26Muhammad Fikri, “Jenis-jenis Penelitian di Bidang Keilmuan Hukum”,
https://fikripodungge.blogspot.com, Diakses tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16.15 WIB.

27A.Anugrahni, ”Data sekunder dalam penelitian hukum normative”,
https://ngobrolinhukum.wordpress.com, Diakses tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16.20 WIB.

https://fikripodungge.blogspot.com


6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini

yakni menggunakan analisis data secara Kualitatif. Analisis data secara

kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan studi kepustakaan secara

kualitatif, meliputi peraturan perundangundangan, buku, jurnal yang

berkaitan dengan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini

menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, karena ditarik dari

keputusan hakim di Pengadilan Agama Lumajang Nomor

1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj Yang didahului oleh penalaran yang bersifat

umum sampai ke permasalahan konkret untuk menjawab semua persoalan.

Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal

dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir

pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus terhadap permasalahan

penelitiannya.28

28Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012),
hlm.115.




	Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.       
	Universitas Sriwijaya,
	Prof.Dr.H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H        Sri
	Ketua Bagian Hukum Perdata

